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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi merupakan 
fenomena yang terus bergerak dan melaju dengan kencang. Seiring dengan hal 
tersebut maka mau tidak mau pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat 
harus tanggap dalam menyikapi perkembangan tersebut. Dengan keberadaan unit 
Kehumasan (Public Relations) di sebuah Lembaga atau Instansi dalam hal ini 
adalah Pemerintah, merupakan suatu keharusan secara fungsional dan operasional 
dalam upaya menyebarluaskan atau untuk mempublikasikan tentang suatu 
kegiatan atau aktivitas instansi yang bersangkutan, baik ditujukan untuk 
hubungan masyarakat ke dalam, maupun kepada masyarakat luar pada umumnya. 
Public Relations/ Humas merupakan alat atau saluran untuk memperlancar 
jalannya interaksi dan penyebaran informasi mengenai publikasi pembangunan 
Nasional melalui kerjasama dengan pihak pers, media cetak atau elektronik dan 
hingga menggunakan media tradisional lainnya. 
Seperti yang telah dijelaskan, secara garis besarnya Humas mempunyai 
peran ganda : yaitu fungsi keluar berupaya memberikan informasi atau pesan-
pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi/lembaga kepada 
masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam wajib menyerap 
reaksi, aspirasi atau opini khalayak tersebut diserasikan demi kepentingan 
instansinya atau tujuan bersama. Mengingat, setiap aspirasi-aspirasi dari 
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masyarakat yang masuk beraneka ragam dan semuanya tidak selalu 
menguntungkan atau bersifat negatif, kontroversial dan bertentangan. 
Disinilah peran seorang Public Relations atau Humas menjadi sangat 
penting disetiap Instansi/ lembaga kepemerintahan, dimana seorang Public 
relations harus mampu mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-
keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat. Sehingga mampu 
memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi apa yang sebaiknya 
dilakukan oleh instansi/ lembaga pemerintah untuk menampung dan 
menyelesaikan semua aspirasi masyarakat tanpa ada pihak-pihak yang di rugikan 
serta tetap terjalin hubungan yang baik dan memuaskan antara hubungan publik 
dengan para aparat pemerintah. 
Dengan begitu dalam kerjanya kegiatan Humas dalam menyebarkan 
informasi dan komunikasi diperlukan kerja sama dengan pihak lain yaitu 
diantaranya pers. Membangun hubungan yang harmonis dengan pers adalah cara 
yang harus dilakukan pihak Humas dalam usaha mencapai tujuan. Pers dirasa 
sangat memiliki peran yang cukup besar dalam kegiatan Humas DPRD Surakarta 
untuk mencapai visi dan misi. Pers merupakan teman sekerja Humas sebagai 
pelayan informasi, tanpa pers informasi yang disampaikan melalui Humas DPRD 
Kota Surakarta tidak akan sampai ketangan masyarakat. Pers Relations yang 
dibangun akan membawa Humas DPRD Kota Surakarta dalam pencapaian 
tujuannya yaitu tercapainya visi dan misi Humas DPRD Kota Surakarta pada 
khususnya dan visi misi Kota Surakarta pada umumnya.  
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Cara-cara yang tepat dalam membina hubungan yang baik dengan pers 
akan menimbulkan simpati publik, yang mana pencitraan positif Pemerintahan 
Kota Surakarta akan didapat dari sini. Serta besarnya cakupan publik sasaran 
yang dijangkau oleh Badan Informasi dan Komunikasi yaitu masyarakat, instansi 
pemerintah, pers dan swasta, sangat menarik untuk menjadikan tempat praktek 
ilmu Humas yang selama ini telah dipelajari di bangku kuliah. 
Menyoroti mengenai Pers Relations dan aktivitas Humas yang tidak bisa 
dipisahkan dengan keberadaan pers, seperti : membangun hubungan yang positif 
dengan media dan pers, kegiatan-kegiatan Humas yang melibatkan pers, serta 
cara membangun hubungan yang baik dengan pers yang dilakukan Humas sangat 
dirasa menarik untuk dipelajari dan dijadikan praktek kerja. 
 
B. Tujuan KKM 
1. Tujuan Khusus 
Tujuan Khusus dari pelaksanaan Kuliah Kerja Media ini adalah ingin 
mengetahui sejauh mana fungsi dan tugas Humas dalam setiap kegiatan di 
DPRD Kota Surakarta dalam hubungannya dengan pers. Meliputi program 
kerja Humas, kegiatan Humas, Press Relations meliputi usaha membangun 
hubungan yang positif dengan pihak media dan pers, bentuk–bentuk 
hubungan dengan pers serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan Humas dalam 
DPRD Kota Surakarta sehingga akan tercipta Good Press Relationship. 
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2. Tujuan Umum 
Tujuan umum yang mendasari pelaksanaan Kuliah Kerja Media ini 
adalah untuk memenuhi syarat kelulusan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universiats Sebelas Maret 
Surakarta. Kuliah Kerja Media ini juga bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu 
yang selama ini telah dipelajari di bangku kuliah serta untuk memperoleh 





A. Public Relations 
Sekarang  ini masyarakat  tidak asing lagi dengan istilah  Humas 
atau Hubungan Masyarakat, tetapi masyarakat kurang begitu mengenal istilah 
lain dari humas  yaitu  Public  Relations.  Padahal  didalam  teorinya  kedua  
istilah  tersebut adalah   sama,   karena   humas   dalam   Hubungan   
Masyarakat   sendiri   adalah terjemahan dari Public Relations, 
Dalam  sebuah kantor  pemerintahan,  perusahaan  atau suatu 
lembaga, public relations atau lebih dikenal dengan istilah humas adalah 
mediator antara top  management  dengan  publiknya  atau  antara  pihak  
internal  terhadap  pihak eksternal   suatu   kantor   pemerintahan,   perusahaan   
atau   lembaga   itu  sendiri. Sehingga diharapkan dalam tugasnya antara 
humas atau public relations dengan pihak lain dapat terjadi two ways 
communications atau komunikasi yang baik dan seimbang. Sedang  pengertian  
dari  public  relations  adalah  orang–orang yang mempunyai kaitan 
kepentingan dengan suatu organisasi yang melakukan kegiatan public 
relations, maka Public diklasifikasikan  menjadi internal public adalah 
orang–orang  dalam  organisasi  yang  jelas  mempunyai  kepentingan  dengan 
organisasi (staf, karyawan, buruh, pemegang saham, pengurus dan 
sebagainya) dan exsternal public adalah orang – orang di luar organisasi yang 
jelas–jelas ada kaitan kepentingan dan yang diharapkan ada kaitan 
kepentingan 
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Terdapat  berbagai  definisi humas, The British Institute of Public 
Relations sebagaimana dikutip oleh Morisson (2006 : 7), mendefinisikan Humas 
sebagai: an effort to establish and maintain mutual understanding between 
organization and its public (suatu upaya untuk membangun dan mempertahankan 
saling pengertian antara organisasi dan publiknya). 
Dalam perkembangannya, Humas memiliki berbagai macam definisi dan 
interpretasi. Menurut Dominick sebagaimana dikutip oleh Morisson (2006 :7), 
ada definisi yang sangat singkat seperti PR is doing good and getting credit for it 
(Public Relations adalah upaya melakukan hal-hal baik sehingga mendapatkan 
kepercayaan) 
Majelis Public Relations Dunia (World Assembly of Public Relations) 
mendefinisikan Humas sebagai berikut:  
Public relations is the art and social science of analyzing tends, predicting 
their consequences counseling organization leaders and implementing 
planned programs of action which serve both the organization's and the 
public interest (Morisson, 2006: 7) 
Jadi, Humas adalah seni dan ilmu sosial dalam menganalisis 
kecenderungan, memperkirakan akibat-akibat, memberikan saran kepada 
pimpinan perusahaan serta melaksanakan program tindakan terencana yang 
melayani baik kepentingan organisasi dan khalayaknya. 
Webster’s New World Dictionary sebagaimana dikutip oleh Frazier Moor 
(2005 : 6) Humas yaitu “hubungan dengan masyarakat luas, seperti melalui 
publisitas; khususnya fungsi-fungsi korporasi, organisasi, dan sebagainya yang 
berhubungan dengan usaha untuk menciptakan opini publik dan citra yang 
menyenangkan untuk dirinya sendiri” 
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Definisi yang lebih spesifik yang menekankan tanggung jawab khususnya, 
diberikan oleh Public Relations News : 
“Public Relations adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap 
publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur 
seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan 
menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan 
publik” (Fraziere Moor, 2005 : 6) 
Menurut Dominick sebagaimana dikutip oleh Morrison (2006: 8-9), 
Humas mencakup hal-hal sebagai berikut: 
1. Humas memiliki kaitan erat dengan opini publik.  
Pada satu sisi, praktisi Humas berupaya untuk mempengaruhi 
publik agar memberikan opini yang positif bagi organisasi atau 
perusahaan, namun pada sisi lain Humas harus berupaya mengumpulkan 
informasi dari khalayak, menginterpretasikan informasi itu dan 
melaporkannya kepada manajemen jika informasi itu memiliki pengaruh 
terhadap keputusan manajemen. 
2. Humas memiliki kaitan erat dengan komunikasi. 
Praktisi Humas bertanggung jawab menjelaskan tindakan 
perusahaan kepada khalayak yang berkepentingan dengan cara organisasi 
atau perusahaan. Khalayak yang berkepentingan akan selalu tertarik 
dengan apa saja yang dilakukan perusahaan. Praktisi Humas harus 
memberikan perhatian terhadap pikiran dan perasaan khalayak terhadap 
organisasi. Humas harus menjadi ikatan arus bolak-balik antara organisasi 
dan khalayaknya. Organisasi pada dasarnya berhubungan dengan berbagai 
macam khalayak. Secara umum khalayak Humas terbagi atas khalayak 
internal seperti : karyawan; organisasi buruh serta pemegang yang 
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namanya tercatat pada perusahaan dan khalayak eksternal seperti : badan 
atau instansi pemerintah, dealer, pemasok, masyarakat sekitar, media 
massa dan pemegang saham yang tidak tercatat pada daftar pemegang 
saham. 
3. Humas merupakan fungsi manajemen. 
Humas berfungsi membantu manajemen dalam merupakan tujuan 
yang hendak dicapai serta menyesuaikan diri terdapat lingkungan yang 
berubah. Humas juga harus secara rutin memberikan saran kepada 
manajemen. Humas harus memiliki kegiatan yang terencana dengan baik. 
Bagian Public Relations harus mampu mengorganisir dan mengarahkan 
dirinya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
 
B. Humas dalam Lembaga Pemerintah 
Di era informasi seperti sekarang ini, humas telah menjadi suatu unit yang 
menduduki posisi yang sangat vital. Pada perusahaan-perusahaan swasta, humas 
atau lebih dikenal dengan istilah Public Relations (PR) sudah berfungsi dengan 
baik dalam menjalankan tugasnya bahkan mampu membuat perusahaan 
berkembang menjadi sebuah perusahaan yang bonavide di mata masyarakat. 
Untuk itulah perusahaan-perusahaan swasta begitu menghargai kedudukan 
seorang pejabat humas, bahkan berani memberikan gaji yang tidak sedikit. 
Sementara itu, bagaimana dengan nasib seorang pejabat humas yang 
bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan? Ternyata banyak masalah yang 
dihadapinya. Karena lembaga-lembaga tersebut masih memandang dengan 
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sebelah mata arti pentingnya humas. Dengan demikian dari organisasi sampai 
dengan sumber daya manusianya pun belum memenuhi kualifikasi sebagai 
petugas humas yang profesional. Disamping itu, sarana prasarana yang 
dibutuhkan bagi pejabat humas pun kadang tidak memadai. Sehingga ketika 
menjalankan tugas dan fungsinya, seorang pejabat humas tidak bisa bekerja 
secara maksimal.    
Untuk menyikapi hal itu, perlu kiranya pemerintah meningkatkan fasilitas 
kerja, meningkatkan profesionalisme atau memberikan pelatihan-pelatihan 
khusus, pengetahuan dan wawasan bagi pejabat humas yang ada di lembaga-
lembaga pemerintahan serta memberikan kedudukan atau menetapkan struktur 
organisasi yang jelas bagi humas. Hal ini perlu dilakukan mengingat peran humas 
yang sangat penting.  
Pada dasarnya, keberadaan humas sebagai salah satu unit  di lembaga 
pemerintahan sudah tidak bisa ditawar lagi. Mengingat fungsi humas dapat 
menunjang kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Humas bisa 
dijadikan garda depan dalam mempersiapkan masyarakat untuk menerima 
kebijakan lembaga serta sebaliknya menyiapkan mental lembaga /organisasi 
dalam memahami kepentingan publik.  
Untuk menjalankan fungsi humas tersebut, pendelegasian wewenang serta 
pembentukan unit dan struktur organisasi bagi kedudukan humas sangatlah 
penting. Seperti halnya unit yang lain, unit kehumasan pun perlu memiliki 
seorang pemimpin/kepala, staf, serta ruang/sarana prasarana pendukungnya. 
Dengan pendelegasian yang jelas tersebut, pejabat humas dapat menyusun system 
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secara terstruktur dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasi seperti menghadapi 
media publik; mengurus hubungan antara unit-unit yang ada dalam lembaga, 
induk maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan instansi lain serta 
masyarakat luas.  
Humas merupakan fungsi strategis dalam manajemen yang melakukan 
komunikasi untuk menimbulkan pemahaman dan penerimaan publik. Dalam 
kegiatannya sehari-hari, humas melakukan komunikasi dua arah antara organisasi 
dan publik, dengan tujuan untuk menciptakan pengertian dan dukungan bagi 
tercapainya maksud, kegiatan, jasa layanan, serta kebijakan lembaga. 
Prinsip komunikasi dua arah merupakan proses penyampaian suatu pesan 
seseorang atau kelompok untuk memberi tahu atau mengubah sikap opini dan 
perilaku kepada seseorang atau kelompok lain, baik berhadapan langsung maupun 
lewat media massa sehingga penyampaian pesan untuk mencapai target maupun 
tujuan akan tercapai. Dalam hal ini, reputasi positif lembaga induk akan diterima 
masyarakat luas. 
Melaksanakan itu semua tidaklah mudah. Pejabat humas harus bersikap 
profesional. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan baik, efektif, efisien, 
baik tanpa media maupun dengan media massa seperti koran, majalah, radio, 
televisi, maupun pidato langsung. Disamping itu, M. Linggar Anggoro (2002), 
mengungkapkan ada lima kriteria pejabat humas yang berkualitas, yaitu mampu 
menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter dengan baik; 
mampu berkomunikasi dengan baik, yakni menjelaskan segala sesuatu dengan 
jelas, lugas baik lisan maupun tertulis atau bahkan secara visual; pandai 
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mengorganisasi segala sesuatu termasuk perencanaan prima; memiliki integritas 
personal baik dalam profesi maupun pribadi; mempunyai imajinasi; dan serba 
tahu dalam hal ini adalah akses informasi yang seluas-luasnya. Selain itu, yang 
lebih penting lagi adalah lembaga harus mendukukung secara penuh dengan 
kebijakan dan komitmen sebagai pimpinan puncaknya.   
Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang ideal tersebut, lembaga 
dapat merekrut lulusan jurusan publik relation atau meningkatkan sumber daya 
manusia yang sudah ada dengan mengirimnya mengikuti diklat tentang 
kehumasan. 
Dengan adanya kerjasama yang baik antara unit kehumasan dengan 
lembaga induknya maka diharapkan komunikasi dua arah sebagai ciri dari 
kehumasan akan berjalan dengan baik dan membuat tujuan lembaga tercapai serta 
masyarakat akan puas dan memberikan citra yang positif terhadap lembaga 
tersebut. 
Jadi Humas pemerintah merupakan tangan kanan, mata dan telinga 
pemerintah, dimana mempunyai kewajiban untuk turut serta memantapkan 
program-program dari pemerintah sehingga menunjang terwujudnya tujuan yang 
diharapkan dan mengusahakan agar masyarakat mau menerima dan mengakui 
pertanggungan jawab yang diberikan. 
Adapun tugas Humas Pemerintah adalah (1) Membina pengertian 
khalayak umum atas kebijakan pemerintah, (2) Menyelenggarakan dokumentasi 
mengenai kegiatan yang dilakukan pemerintah, (3) Memonitor dan mengevaluasi 
tanggapan dan pendapat umum masyarakat, (4) Mengumpulkan data dan 
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informasi tentang kegiatan pemerintah mengkoordinasikan lalu lintas informasi di 
dalam lingkungan pemerintah kepada masyarakat, (5) Mengatur penyelenggaraan 
kegiatan dengan media pers. (F.Rachmadi, 1992 : 82) 
 
C. Fungsi dan Tugas Humas 
Menurut Anne Van der Meiden dalam Buku Public Relations een 
kenismaking (1987). Fungsi utama Public Relations adalah sebagai berikut : 
1. Menumbuhkan, mengembangkan hubungan baik antara organisasi / 
perusahaan dengan publiknya baik internal maupun eksternal 
2. Menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan meningkatkan 
partisipasi publik. 
3. Menciptakan opini publik yang menguntungkan organisasi/perusahaan dan 
publik 
Jadi fungsi Humas adalah 
1. Sebagai alat untuk mengetahui atau memahami sikap public dan mengetahui 
apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan /organisasi untuk 
mengubah sikap mereka. 
2. Sebagai suatu program aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Pada dasarnya tujuan umum dari tugas Humas adalah uapaya untuk 
menciptakan hubungan antara organisasi dengan publiknya yang pada akhir 
tujuannya diharapkan akan tercipta citra yang positif (good image ), kemauan 
yang baik (good will), saling menghargai (mutual appreciation ), saling timbul 
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pengertian ( mutual understanding ), toleransi ( tolerance ) antara kedua belah 
pihak yang terkait. 
Ada tiga pokok tugas Humas yaitu : 
1. Menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penyampaian informasi 
secara lisan, tertulis, melalui gambar (visual) kepada publik, supaya publik 
mempunyai pengertian yang benar tentang organisasi atau perusahaan, 
tujuan, serta kegiatan yang dilakukan. Itu semua disesuaikan dengan 
kebutuhan, keinginan, dan harapan publik internal atau eksternal dan 
memperhatikan, mengolah, mengintegrasikan pengaruh lingkungan yang 
masuk demi perbaikan dan perkembangan organisasi 
2. Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum 
atau masyarakat. Disamping itu menjalankan  dan bertanggung jawab 
terhadap kehidupan kita bersama dengan lingkungan. Karena mereka ikut 
menentukan kehidupan organisasi apabila kita tidak saling mengganggu, 
perlu diajak berunding, demi kebaikan semua pihak tak ada yang 
dirugikan. Sebagai contoh, lingkungan tidak diganggu.  
Dengan suara yang membuat lingkungan menjadi kurang merasa 
tenang. Mungkin bau tidak sedap yang bisa mengganggu kesehatan kita. 
Untuk semua itu sebaiknya mereka dapat dilibatkan dalam pembicaraan 
cara mengatasi hal yang semacam itu sehingga mereka merasa diperhatikan 
dan dimanusiakan. Hal tersebut akan memberi dukungan organisasi dalam 
perkembangannya dan merupakan masa depan kehidupan bagi organisasi. 
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Mengapa bagi PR lingkungan tersebut perlu mendapatkan perhatian? 
Karena, perubahan lingkungan itu terjadi sangat cepat. Ini berarti bahwa 
organisasi harus mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi dan 
berpengaruh terhadap produk atau jasa organisasi maupun suatu kebutuhan 
yang perlu dipenuhi. Merupakan suatu keharusan organisasi selalu siap 
mengadakan perbaikan, dan ini berarti mengalami perubahan yang 
membawa perkembangan. Karena perubahan lingkungan tersebut, wajar 
bila lalu memunculkan masalah yang harus diatasi. 
Tren yang muncul dianalisis, diolah, kadang-kadang diperlukan tim 
ahli sehingga bisa diatasi dengan tepat dan benar dan menguntungkan bagi 
semua pihak. Di sini penting untuk mendengar, mencari informasi, 
membaca, juga mengadakan interview bagi orang atau kelompok yang 
terkait. Public Relations secara terus menerus menjaga citra baik 
organisasinya dan mendapatkan dukungan kuat dari lingkungan.  
Bagaimana sikap PR terhadap peraturan kebijakan organisasi dan 
sebaliknya? Kedua peraturan atau kebijakan PR maupun organisasi itu 
harus dapat berkembang sejalan. Pertama-tama, manajemen perlu 
menyadari dan menaruh perhatian terhadap pengaruh perubahan dan 
perkembangan yang diusulkan PR menyangkut kepemimpinan dalam 
strukturnya. 
Untuk itu, perlu dianalisis macam-macam perubahan yang 
menyangkut perkembangan terhadap pelaksanaan kepemimpinan. Perlu 
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menentukan strategi dan bagaimana mengkomunikasikannya kepada publik 
internal atau eksternal demi kontinuitas organisasi. 
Perlu ada perencanaan yang terencana, bagaimana dapat 
direalisasikan, siapa dan apa saja yang harus dilakukan, kapan harus 
terjadi, dan bagaimana kelanjutannya dan berapa besar dananya. Peraturan 
PR dalam fungsi ditujukan untuk merealisasikan apa yang menjadi 
persetujuan organisasi, dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, bila 
perlu mendukung pelaksanaan tersebut dengan kegiatan yang diperlukan. 
Karena bisa terjadi perubahan peraturan tersebut ada yang mungkin akan 
menolaknya. Suatu hal yang perlu dipertahankan dan tak boleh diabaikan 
adalah citra organisasi harus justru menjadi lebih baik dan lebih kuat. 
3. Memperbaiki Citra Organisasi 
Bagi Humas, menyadari citra yang baik tidak hanya terletak pada 
bentuk gedung, presentasi, publikasi, dan seterusnya, tetapi terletak pada 
(1) bagaimana organisasi bisa mencerminkan organisasi yang dipercayai, 
memiliki kekuatan, mengadakan perkembangan secara berkesinambungan 
yang selalu terbuka untuk dikontrol, dievaluasi; (2) dapat dikatakan bahwa 
citra tersebut merupakan gambaran komponen yang kompleks. 
Di sini menunjukkan adanya citra secara langsung atau citra yang 
telah dipengaruhi, citra yang mendapat berbagai pengaruh. Kalau seorang 
sudah bisa mendapat berbagai macam atau bentuk gambaran atau citra, 
apalagi citra organisasi. 
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Citra organisasi bisa merupakan citra dari pimpinan, ada citra yang 
menjadi keinginan, harapan, dan sebagainya. Citra yang bisa mendapat 
kepercayaan adalah citra dari kenyataan identitas organisasi. 
 
D. Citra 
Citra merupakan tujuan pokok sebuah perusahaan / lembaga / 
organisasi. Pengertian citra itu sendiri sebenarnya abstrak atau intangible, 
tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penelitian, kesadaran dan pengertian 
baik secara tanda respek dan rasa hormat dari publik sekelilingnya / 
masyarakat luas respek terhadap perusahaan / lembaga / organisasi sebagai 
sebuah badan usaha ataupun terhadap personalnya. 
Menurut Bill Canton dalam Sukatendel (1990) sebagaimana dikutip 
oleh Soleh Soemirat, mengatakan bahwa citra adalah “image : the impression, 
the feeling, the conception which the public has of a company; a concioussly 
created impression of an object, person or organization”(Soleh Soemirat: 
2005) (Citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap 
perusahaan; kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu obyek, orang 
atau organisasi). 
Jadi, ungkap Sukatendel, citra itu dengan sengaja perlu diciptakan agar 
bernilai positif. Citra itu sendiri merupakan salah satu aset terpenting dari 
suatu perusahaan atau organisasi. Istilah lain adalah Favourable Opinion. 
Sukatendel menawarkan definisinya, yaitu PR adalah salah satu metode 
komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi atas dasar 
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menghormati kepentingan bersama (PR is one of the communication methods 
to create a positive image by the publics of an organization on the basis of 
honoring mutual interest). 
Menurut Katz dalam bukunya Komunikasi Bisnis Praktis sebagaimana 
dikutip oleh Soleh Soemirat, bahwa Citra adalah “Cara bagaimana pihak lain 
memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite, atau suatu 
aktivitas”1. Setiap perusahaan mempunyai citra sebanyak jumlah orang yang 
memandangnya. Berbagai citra perusahaan datang dari pelanggan perusahaan, 
pelanggan potensial, bankir, staf perusahaan, pesaing, distributor, pemasok, 
asosiasi dagang, dan gerakan pelanggan di sektor perdagangan yang 
mempunyai pandangan terhadap perusahaan. 
Ada banyak citra perusahaan, misalnya: siap membantu, inovatif, 
sangat memperhatikan karyawannya, bervariasi dalam produk, dan tepat dalam 
pengiriman. Tugas perusahaan dalam rangka membentuk citranya adalah 
dengan mengidentifikasi citra seperti apa yang ingin dibentuk di mata 
masyarakat. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Soleh 
Soemirat : 
“Citra adalah: (1) kata benda: gambar, rupa, gambaran; (2) gambaran 
yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi atau 
produk; (3) kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh 
sebuah kata, frase atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas 
dalam karya prosa atau puisi.(Soleh Soemirat, 2005) 
                                                 
1 Ibid, hal. 113 
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Frank Jefkins, dalam bukunya Public Relations Technique, 
menyimpulkan bahwa secara umum, citra diartikan sebagai kesan seseorang 
atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan 
pengalamannya. Dalam buku Essential of Public Relations, Jefkins menyebut 
bahwa citra adalah kesan yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan 
pengertian seseorang tentang fakta-fakta atau kenyataan. Jalaluddin Rakhmat 
dalam bukunya, Psikologi Komunikasi menyebutkan bahwa citra adalah 
penggambaran tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas, citra 
adalah dunia menurut persepsi. Solomon, dalam Rakhmat, mengemukakan 
sikap pada seseorang atau sesuatu bergantung pada citra kita tentang orang 
atau obyek tersebut 
Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan 
dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. Untuk mengetahui citra 
seseorang terhadap suatu obyek dapat diketahui dari sikapnya terhadap obyek 
tersebut. Solomon, dalam Rakhmat, menyatakan semua sikap bersumber pada 
organisasi kognitif, pada informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Tidak 
akan ada teori sikap atau aksi sosial yang tidak didasarkan pada penyelidikan 
tentang dasar-dasar kognitif. Efek kognitif dari komunikasi sangat 
mempengaruhi proses pembentukan citra seseorang. Citra terbentuk 
berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima seseorang. 
Komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi 
cenderung mempengaruhi cara kita tentang mengorganisasikan citra kita 
tentang lingkungan.  
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Proses pembentukan citra dalam struktur kognitif yang sesuai dengan 
pengertian sistem komunikasi dijelaskan oleh John Nimpoeno, dalam laporan 
penelitian tentang Tingkah Laku Konsumen, seperti yang dikutip Danasaputra, 
sebagai berikut: 
 
Gambar 2.1 Proses Komunikasi  
Public Relations digambarkan sebagai input-output, proses intern 
dalam model ini adalah pembentukan citra, sedangkan input adalah stimulus 
yang diberikan dan output adalah tanggapan atau perilaku tertentu. Citra itu 
sendiri digambarkan melalui persepsi-kognisi-motivasi-sikap. 
"....proses-proses psikodinamis yang berlangsung pada individu 
konsumen berkisar antara komponen-komponen persepsi, kognisi, 
motivasi, dan sikap konsumen terhadap produk. Keempat 
komponen itu diartikan sebagai mental representation (citra) dari 
stimulus"(Soleh Soemirat, 2005) 
 
Model pembentukan citra ini menunjukkan bagaimana stimulus yang 
berasal dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respons. Stimulus 
(rangsang) yang diberikan pada individu dapat diterima atau ditolak. 
Jika rangsang ditolak proses selanjutnya tidak akan berjalan, hal ini 
menunjukkan bahwa rangsang tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi 
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individu karena tidak ada perhatian dari individu tersebut. Sebaliknya, jika 
rangsang itu diterima oleh individu, berarti terdapat komunikasi dan terdapat 
perhatian dari organisme, dengan demikian proses selanjutnya dapat berjalan. 
 
E. Humas dalam menjalin relationship dengan pers  
Pers adalah media baik elektronik maupun cetak sebagai mitra kerja 
Humas untuk menyampaikan pesan / informasi. 
Sementara Relationship adalah membangun hubungan yang baik dengan 
orang lain sehingga apa yang disampaikan penyampai pesan dapat diterima oleh 
penerima pesan.  
Membina hubungan pers ( Press Relations ) merupakan bagian dari fungsi 
Humas, khususnya sebagai alat pendukung atau media kerjasama untuk 
kepentingan proses publikasi tentang berbagai kegiatan program kerja demi 
kelancaran aktivitas komunikasi Humas dengan pihak publik sebagai sasarannya. 
Karena peranan Hubungan press dalam kehumasan tersebut dapat sebagai media 
saluran ( channel ). 
Aktivitas Humas yang korelasinya dengan Press Relations yaitu dalam hal 
teknik pembuatan produk-produk publikasi, informasi dan berita dalam bentuk 
seperti : press release, photo press, news letter, news, feauturis, video release, 
advertising, PR writing, company profile dan annual report publication. 
Jadi Press Relations tersebut menurut Rosady Ruslan, yaitu Press 
Relations merupakan suatu kegiatan khusus dari pihak Humas untuk melakukan 
komuniksi, penyampaian pesan atau informasi mengenai aktivitas bersifat 
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kelembagaan, perusahaan, institusi, produk dan hingga kegiatan individu lainnya 
yang perlu dipublikasikan melalui kerja sama dengan pihak pers atau media. 
(Ruslan, 1998 : 162) 
Di samping itu kemampuannya dalam penciptaan publikasi yang cukup 
tinggi melalui kerjasama dengan pihak pers maka dampak pemberitaannnya, baik 
yang bersifat stimultaneity effect (efek keserempakan), maupun efek 
mendramatisir, atau efek publisitas yang luar biasa besar pengaruhnya 
(influencing spheres) terhadap pembentukan opini publik ( public opinion ) dalam 
jangka waktu yang relatif singkat, dan bersamaan dengan jangkauan jumlah 
pembaca atau audiensinya lebih luas yang tersebar di berbagai tempat atau 
kawasan. 
Maka dengan membina hubungan yang baik dengan pihak pers inilah akan 
tercipta kerjasama yang akan diharapkan tercipta suatu opini publik yang positip, 
dan sekaligus memperoleh “ citra yang baik “ pula dari pihak publik sebagai 
khalayak sasarannya ( target audience ) dan masyarakat luas lainnya.  
Dalam aktivitas Humas, menurut Rosady Ruslan Humas akan melakukan 
kegiatan yang bersentuhan dengan pers, antara lain: 
a. Kontak Resmi / Secara Formal Dengan Pihak Pers 
Hubungan dengan pers yang direncanakan, dilaksanakan pihak Humas untuk 
bekerjasama dengan pers yang diundang secara resmi, misalnya : 
1) Press Conference ( Konferensi Pers ) 
Suatu pertemuan (kontak) khusus dengan pihak pers yang bersifat resmi 
untuk memberikan informasi penting secara stimulan/bersama-sama oleh 
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seorang pejabat pemerintahan dengan sekelompok wartawan, sehingga 
dari sini akan timbul pengertian dan penghargaan yang baik dari 
masyarakat. Atau juga untuk meluruskan / untuk membantah tentang suatu 
berita negatif yang telah tersiar dalam media massa. 
2) Press Tour ( Wisata Pers) 
Kunjungan ke suatu event khusus, daerah, peninjauan keluar kota yang 
dilakukan oleh suatu lembaga bersama-sama dengan pers untuk meliput 
acara tertentu. 
3) Press Brefing ( Taklimat pers ) 
Meyampaikan informasi mengenai kegiatan yang baru saja terjadi kepada 
pers yang diselenggarakan secara reguler oleh Humas 
4) Press Reception dan Press Gathering 
Jamuan pers/ wartawan yang bersifat sosial, menghadiri acara resepsi/ 
seremonial tertentu baik formal maupun informal dengan tujuan untuk 
mengikat hubungan tali silahturahmi kedua belah pihak. 
b. Kontak Pers Tidak Resmi / Informal 
1) Press Statement 
Keterangan kepada pers yang bisa dilakukan kapan saja, dimana saja oleh 
nara sumber tanpa ada undangan resmi. 
2) Press Interview 
Wawancara dengan nara sumber yang bersifat pribadi 
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3) Special event 
Kegiatan khusus Humas yang biasanya mengundang pers untuk 
meliputnya. ( Ruslan, 1998 : 184-191 ) 
 
PRESS RELEASE 
Press Release adalah segala bentuk informasi yang hendak disebarkan 
kepada pers / wartawan, baik media cetak ataupun elektronik. Press Release 
biasanya akan dikirim kemedia massa dengan harapan dapat disebarluaskan 
sebagai berita yang mana lebih dulu Press Realese yang sudah dibuat oleh pihak 
Humas akan diolah lagi sehingga layak untuk diberitakan. Namun editor media 
massa mempunyai kriteria yang berbeda untuk menerima / menolak suatu Press 
Realese, karena itu perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
1. Judul yang diangkat 
Judul yang diangkat oleh Humas dalam press release tentu tidak harus 
menjadi judul surat kabar, tetapi prinsip pemberian judul keduanya adalah 
sama. Judul harus menarik perhatian dan mewakili isi berita. Kalimat 
Pembuka Kalimat pembuka dalam tubuh press release sebaiknya memuat 
informasi tentang 5W + 1 H, yakni : 
Who ( siapa ) 
What ( apa ) 
When ( kapan ) 
Where ( dimana ) 
Why ( mengapa ) 
 25 
How ( bagaimana ) 
2. Akurasi 
Editor umumnya tidak akan mudah percaya begitu saja pada isi berita yang 
disebarkan. Berita tersebut apakah benar-benar memberi data yang dapat 
dipercaya. 
3. Bahasa 
Menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
4. Eklusivitas 
5. Relevansi 
Relevan atau tidak dengan media dan kepentingan pembaca. (Kasali, 1994 : 
170 ) 
Selain itu menurut Drs. Onong Uchjana Effendy, press release harus juga 
memenuhi syarat sebagai berikut : 
1. Mengandung nilai berita ( news value ) 
2. Faktanya termasa ( timely ) 
3. Waktu terjadinya peristiwa yang relatif baru (terukur 24 jam ) 
4. Disusun secara piramida terbalik ( inverted Pyramid ) 
Dalam susunan kisah didahulukan yang segi terpenting atau klimaks, yang 
disusul berturut-turut oleh bagian yang berkadar semakin rendah : penting, agak 




Yakni suatu pertemuan khusus dengan pihak pers yang bersifat resmi atau 
sengaja diselenggarakan oleh Pejabat Humas, yang bertindak sebagai nara sumber 
dalam upaya menjelaskan suatu rencana atau permasalahan tertentu yang tengah 
dihadapinya dalam bentuk acara jumpa pers yang telah ditetapkan waktu, tempat, 
tema dengan sekelompok wartawan dengan maksud memberikan informasi, 
berita, publikasi dan promosi dan aktivitas Humas sehingga dari sini masyarakat 
nantinya dapat mengetahui maka timbul saling pengertian dan penghargaan yang 
lebih baik.  
Tolok ukur dalam mengadakan jumpa pers oleh Humas adalah sebagai 
berikut : 
1. What : apa yang menjadi tujuan, topik atau temanya dan isu yang ingin 
ditampilkan 
2. Who : Siapa yang ditunjuk sebagai narasumbernya ( jubir ), pembicara, staff 
ahli sebagai pendamping, siapa dan berapa jumlah wartawannya dan media 
yang diundang. 
3. Where & When : harus jelas perencanaan dan rinci mengenai dimana 
tempatnya, kapan tanggal dan waktu perencanaan jumpa pers tersebut 
berlangsung. 
4. Why : mengapa, dan ada atau tidaknya relevansi kepentingan tertentu pihak 
Humas ingin mengadakan jumpa pers tersebut. 
5. How : mengenai bagaimana tentang persiapan dan hasil jumpa pers, meliputi : 
Persiapan, pelaksanaan, evaluasi 
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Hubungan yang baik dengan pers dibangun melalui suatu kejujuran, serta 
mau membantu untuk pelayanan pemberian sumber berita/informasi yang 
diperlukan dalam suasana saling menghormati dan adanya keterusterangan. 
Hubungan yang baik tersebut dapat dicapai dalam praktiknya yaitu antara lain ada 
beberapa prinsip-prinsip, sebagai berikut : 
1. Mutlak adanya kejujuran dan keterusterangan 
2. Memberikan pelayanan yang sebgaik-baiknya kepada pers/media 
3. Tidak meminta-minta /mengemis kepada pers/ wartawan 
4. Tidak mencoba minta untuk menutup saluran informasi 
5. Tidak terlalu membanjiri publisitas di media massa yang tidak jelas tujuannya 
atau sasarannya yang hendak dicapai. ( Ruslan, 1998 : 166 ) 
Sedangkan wujud Relationship yang selama ini terjadi adalah membangun 
hubungan baik dengan pemangku kepentingan / pejabat public dan teman-teman 
wartawan serta kepada masyarakat langsung melalui komunikasi tatap muka. 
Cara melalukan menggali data tentang Relationship tersebut adalah 
melakukan dengan wawancara dan meminta data-data yang benar untuk sumber 
berita. 
Sebenarnya arti penting Humas harus melakukan hubungan dengan Pers 
adalah karena dengan Pers informasi / pesan akan tersebarluaskan kepada public. 
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BAB III 
DESKRIPSI SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA 
 
A. Deskripsi Kantor Sekretariat DPRD Kota Surakarta. 
Sekretariat Dewan (Setwan) adalah satu bagian penting di dalam Kantor 
DPRD, dimana keberadaanya tidak pernah lepas dari semua yang berhubungan 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri, baik secara langsung 
maupun tidak langsung semua yang berkenaan dengan DPRD prosesnya akan 
melalui Sekretariat Dewan terlebih dahulu, dimana Sekretariat Dewan didalamnya 
memiliki pembagian kepengurusan dan bagian-bagian sendiri, serta memiliki 
tujuan, tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing sesuai 
apa yang telah diputuskan oleh Walikota Surakarta 
Melalui Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2008, Walikota 
Surakarta telah memutuskan segala hal yang berkaitan dengan Penjabaran Tugas 





B. Susunan  Organisasi  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah 
(Setwan) 
Untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan, maka dibentuklah struktur 
organisasi demi tercapainya tujuan organisasi yang diinginkan. 
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Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari : 
1. Sekretaris DPRD. 
2. Bagian Legislasi. 
a. Subbagian Rapat Dan Risalah 
b. Subbagian Penyusunan Peraturan  
c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan 
3. Bagian Keuangan. 
a. Subbagian Anggaran 
b. Subbagian Perbendaharaan  
c. Subbagian Akuntansi 
4. Bagian Humas dan Protokol. 
a. Subbagian Humas Dan Dokumentasi  
b. Subbagian Protokol 
5. Bagian Umum. 
a. Subbagian Tata Usaha 
b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 
6. Kelompok Jabatan Fungsional 
Di setiap masing-masing bagian di Kantor Sekretariat Dewan dipimpin 
oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris DPRD. Dan masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala 
subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian, 
sedang Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional 
Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD 
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C. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(Setwan) 
1. Tugas Pokok 
Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan 
tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga 
ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 
2. Fungsi 
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat DPRD perlu 
adanya penyelenggarakan fungsi, berupa : 
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; 
d. Menyelenggarakan Kehumasan dan Protokkoler; 
e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh 
DPRD. 
 
D. Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Bagian dan Subbagian di Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) 
Masing-masing bagian didalam Sekretariat DPRD memiliki tugas pokok 
dan fungsi berbeda-beda, yakni : 
1. Bagian Legislasi 
Bagian Legislasi mempunyai tugas pokok dan fungsi: 
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Tugas Pokok : 
Bagian Legislasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
pelaksanaan dan  pelayanan  administrasi  di  bidang  rapat  dan  risalah,  
penyusunan peraturan, dan evaluasi dan pelaporan peraturan 
Fungsi : 
a. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rapat 
dan risalah. 
b. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang 
penyusunan peraturan. 
c. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang 
evaluasi dan pelaporan peraturan. 
d. Pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Bagian Legislasi, membawahi : 
1) Subbagian Rapat Dan Risalah 
Mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi  di  bidang  rapat  dan  risalah,  yang  meliputi  : persiapan 
pelaksanaan rapat-rapat dan penyusunan risalah guna mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 
2) Subbagian Penyusunan Peraturan 
Mempunyai tugas mempersiapkan konsep pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi dalam bidang penyusunan perundang- undangan,   meliputi : 
menyiapkan bahan peraturan perundang- undangan menyusun rancangan 
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keputusan pimpinan DPRD dan keputusan  DPRD serta  rancangan  
peraturan  daerah  inisiatif DPRD dan mengelola sistem jaringan 
dokumentasi dan informasi hukum. 
3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.  
Bertugas melakukan penyiapan penyusunan konsep rencana kerja dan 
evaluasi dan pelaporan peraturan, yakni : menyiapkan bahan- bahan 
raperda yang akan dilakukan pembahasan dan pelaksanan pengkajian 
terhadap produk hokum dan pelaporan perda-perda yang sudah ditetapkan. 
2. Bagian Keuangan 
Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok dan fungsi: 
Tugas Pokok : 
Melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di 
bidang perencanaan dan anggaran, akuntansi, dan perbendaharaan untuk 
mendukung pelaksanaaan tugas dan fungsi DPRD. 
Fungsi : 
a. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang 
perencanaan dan anggaran. 
b. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang 
akuntansi 
c. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang 
perbendaharaan 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 
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Bagian keuangan, membawahi :  
1) Subbagian Anggaran 
Memiliki tugas melakukan persiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi di bidang perencanaan dan anggaran, yakni : penyusunan 
program kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan lakip. 
2) Subbagian Perbendaharaan 
Bertugas mempersiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi 
di bidang perbendaharaan, yakni : pembayaran keuangan pegawai, 
pimpinan dan anggota DPRD, dan kegiatan operasional Sekretariat Dewan 
serta vertifikasi atas pertanggungjawaban keuangan. 
3) Subbagian Akuntansi 
Bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi di bidang akuntansi, yakni : pengendalian keuangan dan 
pembukuan keuangan. 
3. Bagian Humas Dan Protokol 
Bagian Humas Dan Protokol mempunyai tugas pokok dan fungsi : 
Tugas Pokok : 
Melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di 
bidang humas, dokumentasi dan protocol, penyerapan aspirasi masyarakat dan 
perjalanan dinas. 
Fungsi : 
a. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang humas 
dan dokumentasi. 
b. Penyiapan pelaksanan dan pelayanan administrasi di bidang protocol.  
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c. Penyiapan pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat. 
d. Penyiapan administrasi perjalanan dinas. 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Bagian Humas dan Protokol, membawahi :  
1) Subbagian Humas Dan Dokumentasi 
Bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi   di bidang humas dan  dokumentasi,  yakni: pelaksanaan   
kegiatan  yang  berkaitan  dengan kehumasan, hubungan dengan antar  
lembaga,  penyerapan aspirasi masyarakat, dokumentasi dan perjalanan 
dinas. 
2) Subbagian Protokol 
Bertugas  melakukan  penyiapan  pelaksanan  dan pelayanan administrasi 
di bidang protocol. yakni : menyiapkan pelayanan kegiatan yang 
berhubungan dengan keprotokolan, penerimaan tamu dan penyiapan 
sambutan-sambutan. 
4. Bagian Umum 
Bagian Umum mempunyai tugas pokok dan fungsi: 
Tugas Pokok : 
Melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di 
bidang tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan lingkungan 
Sekretariat DPRD. 
Fungsi : 
a. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang tata 
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usaha dan kepegawaian. 
b. Penyiapan pelaksanan dan pelayanan administrasi di bidang rumah tangga 
dan perlengkapan. 
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Bagian Umum, membawahi :  
1) Subbagian Tata Usaha 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi di bidang tata usaha, meliputi : organisasi dan tatalaksana, 
ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian. 
2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi yang berhubungan dengan bidang rumah tangga dan 
perlengkapannya yamg meliputi : pelaksanaan dan pelayanan tekhnis 
penyelenggaraan rapat, pemeliharaan, perawatan gedung dan kantor, 
kesehatan dan olah raga, dan keamanan lingkungan gedung, kantor dan 
analisis kebutuhan dan pengadaan,  inventarisasi, perlengkapan dan  
pemeliharaan kendaraan dinas. 
5. Bagian Kelompok Jabatan Fungsional 
Bagian Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok: 
Tugas Pokok : 
Tugas pokok dari bagian Kelompok Jabatan Fungsional adalah sesuai dengan 
jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
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E. Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Didalam pelaksanan tugasnya Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan 
Kepala Subbagian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota. Selain itu dalam melaksanakan 
tugasnya Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian perlu 
memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi : perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing. Dan juga wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi secara vertical maupun horizontal baik ke dalam 
maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta 
instansi lain, sesuai dengan tugasnya masing-masing. 
Seperti yang telah tertulis didalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 
10 Tahun 2008 “Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta” Bab III Pasal 33, bahwa : 
1. Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian memiliki tanggung 
jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan 
serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. 
2. Sekretaris  SPRD, Kepala  Bagian dan Kepala Subbagian  wajib mengikuti 
dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 
3. Dalam menyampaikan  laporan masing-masing  kepada atasan, tembusan 
laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Sekretariat 
DPRD yang secara fungsional memiliki hubungan kerja. 
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4. Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Kepala 
Subbagian dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan 
petunjuk kepada bawahan. 
 
F. Arti atau Makna Lambang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Surakarta 
 
Makna lambang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta : 
a. Deskripsi lambang: 
1) Ditengah-tengah  perisai terdapat  lukisan  tugu lilin yang berwarna putih 
perak dan ditengahnya sebilah keris. 
2) Di sebelah kiri-kanan tugu terdapat sebuah jalur mendatar berombak yang 
berwarna putih dan hijau 
3) Di sebelah kanan dan kiri terdapat sebuah bintang berwarna emas dan 
bambu runcing yang berwarna putih dan hijau 
4) Di  bawah  sebelah  kiri  terdapat  sebatang  dahan  kapas berwarna kuning 
emas yang berdaun, berbunga dan berbuah yang masing-masing  
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berjumlah 6. 
5) Di bawah sebelah kanan terdapat sebatang padi berwarna kuning emas 
yang berbuah 16 butir dan keduanya diikat oleh sehelai kain “Sidomukti” 
berwarna emas. 
6) Bingkai luar dan dalam jorong memiliki warna merah 
7) Dasar perisai berwarna hitam dan dasar jorong berwarna hijau 
b. Arti dari warna : 
1) Warna hijau yang ada didalam lambang berarti hidup. 
2) Warna putih, kuning , merah dan hitam menggambarkan beberapa nafsu 
manusia yang perlu dikuasai 
c. Makna dari lambang : 
1) Lambang yang berwujud perisai sesuai wapenkunde yang berbentuk 
jantung menggambarkan perjuangan dan perlindungan 
2) Keris ditengah dengan tulisan pamor Surakarta melambangkan 
kebudayaan dan kejayaan 
3) Tugu lilin berarti manunggal memiliki padanan angka 1 
4) Bintang dikanan kiri melukiskan kesejahteraan lahir batin 
5) Kapas dan Padi berarti kebutuhan sandang pangan dan doa kemakmuran 
rakyat, Padi warna keemasan berjumlah 16 buah yang berarti tanggal 16, 
Kapas keemasan yang berdaun , bunga, dan buah masing masing 6 buah 
berarti bulan 6 ( juni ) 
6) Gambar dalam lingkaran jorong merupakan surya sengkala memet yang 
dibaca ”Rinarasa Dadi Terus Manunggal” Menggambarkan angka tahun 
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1946. 
7) Busur dan anak panah yang bergerak , berarti ”Rinarasa” berwatak 
padanan angka 6 
8) Air mendatar agak berombak menggambarkan  bengawan solo. Air berarti 
”Waudadia”atau dadi padanan angka 4 
9) Pangkal panah sampai ujung tugu merupakan bentuk lurus berarti ”terus” 
berwatak padanan angka 9 
10) Panah melambangkan kewaspadaan 
11) Bambu runcing menggambarkan perjuangan rakyat 
12) Kain pengikat padi dan kapas bermotif batik ”Sidomukti” merupakan 
pengharapan menuju keluhuran 
Dari keseluruhan arti dan makna lambing tersebut dapat dirangkai 





A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang 
Kuliah Kerja Media penulis laksanakan di DPRD Surakarta Jalan Adi 
Sucipto Colomadu Surakarta. KKM dimulai pada tanggal 1 Maret 2010 sampai 
dengan 8 April 2010. Pelaksanaan magang dimulai pukul 08.00 sampai dengan 
14.00 pada hari Senin sampai dengan Jumat. 
 
B. Pelaksanaan Magang 
Selama melaksanakan magang di DPRD Surakarta, penulis barada di 
Bidang Humas DPRD Surakarta. Pada awal pertama pelaksanaan magang penulis 
pertama-pertama melakukan perkenalan dengan seluruh staff DPRD terkhusus 
staff bidang Humas. Penulis juga mencari tahu tentang kondisi dan tugas-tugas 
DPRD secara keseluruhan dan tugas-tugas bidang Humas . 
Dalam melaksanakan magang ini penulis juga melakukan tugas-tugas 
yang khususnya berhubungan dengan bidang Humas antara lain : 
1. Kliping Berita 
Minggu pertama sampai terakhir penulis mendapat tugas untuk membantu 
staff Humas dalam menyusun kliping berita. Kliping berita adalah tugas rutin 
yang dilakukan bidang Humas dalam mengumpulkan trend isu yang beredar 
di DPRD Surakarta dan Kota Surakarta. Kegitan ini dimaksudkan untuk 
menghimpun berita dari media cetak yang mana berita tersebut akan diolah 
dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan, pemecahan masalah maupun 
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perumusan kebijakan DPRD Kota Surakarta.  
Kliping berita ini dilakukan setiap hari oleh bidang Humas yang akan 
diberikan kepada Sekretaris DPRD, Penulis juga diberi tugas menganalisis 
berita yang telah dikliping selama bulan Maret sampai April. 
2. Membuat Press Realese 
Penulis juga diberi tugas membuat press realese. Sumber pembuatan 
Press realese didapat dari Bidang Komunikasi, liputan, surat-surat ataupun 
sumber lainnya. Press Realese yang sudah dibuat kemudian di copy dan 
diserahkan kapada wartawan di ruang Press Room. 
Press Room adalah fasilitas yang diberikan kepada wartawan untuk 
mempermudah proses pencarian berita, menganalisis berita bagi media 
mereka. Fasilitas yang disediakan di Press Room, antara lain : 1 buah 
Komputer lengkap dengan printernya, telepon dan tempat meeting serta map 
tempat press realese dengan nama-nama media mereka masing-masing. 
Berikut adalah nama-nama media dan koresponden di DPRD 
Surakarta, antara lain : Wawasan, Kedaulatan Rakyat, Meteor, Solo Pos, Jawa 
Pos, Suara Merdeka, RRI, TA TV, Joglo Semar, Metro TV, RSPD, Seputar 
Indonesia. Selain itu penulis juga disuruh membuat laporan tugas bidang 
Humas, liputan ini untuk dibuat press realese. 
3. Surat Menyurat dan Laporan 
Penulis juga mendapat tugas harian mengagenda surat yang keluar masuk dari 
dan ke bidang Humas. Selain itu juga membuat surat-surat keluar dari Bidang 
Humas 
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C. Fungsi dan Peran Humas Dalam Menjaga Image Positif DPRD Surakarta 
melalui Pers  
Kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh 
suatu seseorang, lembaga atau organisasi dan bisa dalam bentuk tertulis maupun 
tidak tertulis. Kantor Humas DPRD Surakarta dalam menciptakan image positif 
melalui Pers memiliki kebijakan-kebijakan tertentu. 
Adapun peran dan fungsi humas dalam menjaga image positif DPRD 
Surakarta melalui pers diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Menjadi Komunikator dan sekaligus mediator yang proaktif 
DPRD Kota Surakarta memutuskan untuk menyerahkan perkara 
dugaan penyimpangan dana Persis, kasus videotron, dan pembangunan Pasar 
Klithikan Notohardjo, ke dalam proses hukum langsung mendapat reaksi 
keras dari LBH Mega Bintang Surakarta. Hal tersebut menjadi prokontra 
terkait DPRD ingin lepas tangan dugaan kasus korupsi tersebut. 
Ketua DPRD Kota Surakarta, YF Soekasno, menyampaikan desakan 
pemberantasan korupsi yang dilontarkan Mega Bintang sudah masuk dalam 
ranah hukum, sehingga sepenuhnya diserahkan kepada lembaga yudikatif. 
Beberapa yang disampaikan LBH Mega Bintang ini sudah masuk dalam ranah 
yudikatif, oleh karena itu kami sebagai lembaga legislatif sudah tidak bisa 
mengintervensi lagi, kemudian mengenai dugaan dana pemerintah yang 
sempat masuk ke rekening pribadi seorang pejabat Pemkot, juga sudah 
diambil tindakan. Pihak DPRD Surakarta mengatakan bahwa itu hanya 
masalah administrasi, karena itulah hasil audit BPK, sesuai dengan apa yang 
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direkomendasikan BPK. Dan perlu diketahui bahwa DPRD tidak pernah 
menyederhanakan kasus apa pun, di mata DPRD Surakarta semua masalah 
memiliki bobot yang sama. 
2. Melaksanakan Public Hearing Raperda  
Terkait semakin dekatnya dateline penyusunan Raperda Pengelolaan 
& Perlindungan Pasar Tradisional, maka Pansus Pengelolaan Pasar DPRD 
Solo menggelar public hearing (dengar pendapat) kepada kalangan-kalangan 
stakeholder bersangkutan. Rapat digelar di gedung DPRD Karangasem, Solo 
dan berlangsung mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB. Rapat 
sendiri dipimpin dan dimoderatori langsung oleh Ketua Pansus Ibu 
Chumaeson (Fraksi Demokrat). Sementara Wakil Ketua Abdullah A.A. 
(Fraksi Nurani Indonesia) bertindak mewakili Pansus menanggapi usulan-
usulan dari para stake holder. 
Hadir dalam acara public hearing jajaran Dinas Pengelolaan Pasar 
yang dipimpin langsung Kadinas Subagyo, LPMK se Solo, Paguyuban-
paguyuban Pasar Tradisional se Solo, Wakil dari Partai-partai politik, 
Akademisi dan Tokoh-tokoh masyarakat. 
Dalam sejarahnya Raperda ini hanya mengatur tentang pengelolaan 
pasar tradisional. Tetapi dalam perjalanannya dengan manis, atas desakan 
stakeholder terutama Paguyuban Pasar Tradisional dan PAPATSUTA 
ditambah dengan aturan mengenai perlindungan pasar tradisional juga. 
Walau dari draft rancangan yang diajukan dalam penyusunannya telah 
bekerja sama dengan Tim 11 dari Paguyuban Pasar Tradisional Solo dan 
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PAPATSUTA (mencakup 42 pasar tradisional), dari public hearing itu sendiri 
terlihat masih banyak penyempurnaan yang harus dilakukan sebelum 
penetapannya. Banyak masukan agar Pansus mempertajam tentang bentuk 
konkrit perlindungan terhadap pasar tradisional. Apalagi sekarang persaingan 
antara tradisional terhadap yang modern semakin sengit setelah retail-retail 
modern memasuki kampung-kampung. Hal ini terungkap minimal dari M. 
Sungkar (LPMK Kedunglumbu, Pasarkliwon), Faizul Kirom (Pengurus 
PAPATSUTA dan Tim 11) dan Tokoh masyarakat Joko Trisno Widodo. 
M. Sungkar mengungkapkan draft baru mengatur permasalahan pasar 
tradisional secara detail tetapi terkesan belum mendetail mengenai 
perlindungannya terhadap serbuan pasar dan retail modern. Faizul Kirom 
sendiri menyatakan dengan tegas bahwa 80% pengelolaan pasar tradisional 
tercover sementara perlindungannya baru 20% sisanya. Dia sendiri malah 
mengusulkan 2 Bab tambahan khusus yang mengatur masalah bentuk 
perlindungan itu. 
Secara spesifik Faizul Kirom menyatakan bahwa bentuk perlindungan 
pasar tradisional adalah fisik dan non fisik dengan acuan utama kepada 
keunikan pasar tradisional dan penjaminan persaingan yang sehat di kalangan 
mereka. Sebagai bentuk akhirnya adalah pembatasan pertumbuhan fisik pasar 
modern, pembatasan waktu beroperasi mereka dan optimalisasi peran dan 
fungsi pasar tradisional yang telah ada. Yang terpenting dalam Raperda harus 
ada keberpihakan yang jelas kepada Pasar Tradisional, kalau tidak, maka 
persaingan yang terjadi sekarang jelas akan melumatkan dan 
menghancurkannya 
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Sementara usulan lain yang mengemuka adalah masalah pengaturan 
dan pengendalian pedagang oprokan, legalitas pedagang, pengelolaan parkir 
pasar dan bagaimana menyisihkan sebagian retribusi pasar untuk penjaminan 
pelaksanaan pemeliharaan fasilitas-fasilitas pasar. Dalam hal ini Abdullah 
A.A sebagai wakil Pansus menyatakan bahwa kedepan pedagang oprokan 
akan diatur dan dikendalikan dengan pendataan dan pemberian KTPP khusus 
bagi mereka. Dengan KTPP maka diharap pedagang oprokan akan dibatasi 
dan diberi tanggung jawab serta ditata agar tidak saling bersaing tidak sehat 
melawan pedagang yang mempunyai kios dan Los sendiri. Sementara kedepan 
lanjut Abdullah untuk pedagang kios dan los yang berlaku hanyalah SHP 
dimana nanti akan ada pembatasan kepemilikan SHP sebagai wujud keadilan 
berusaha. 
Abdullah juga menambahkan perlunya analisa khusus tersendiri oleh 
Pemkot dan DPRD ke depan tentang prosentase pendapatan retribusi pasar 
yang layak disisihkan untuk biaya maintenance (pemeliharaan) suatu pasar itu 
sendiri. Pada Akhir acara public hearing, baik Ketua maupun Wakil Ketua 
Pansus Pengelolaan Pasar menyatakan perlunya diadakan pertemuan khusus 
kembali antara Pansus dan Tim 11 untuk membahas draft akhir Raperda 
terutama menyangkut pasal-pasal yang perlu perbaikan. Demikian juga 
dengan Bab-bab khusus yang spesifik membahas tentang bentuk konkrit 
perlindungan terhadap pasar tradisional. Proses berikutnya adalah sinkronisasi 
draft Raperda antar anggota Pansus sebelum akhirnya dibawa ke Rapat 
Paripurna DPRD untuk pengesahannya. 
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3. Menjadi Audience  
Meski kedatangan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama ke 
Indonesia diundur sampai Juni 2010, sekitar 600 massa dari Laskar Umat 
Islam (LUIS) tetap menggelar aksi penolakan. Hal ini dikarenakan Obama 
dianggap sebagai penjajah dan teroris.  Peserta aksi yang terdiri dari Ponpes 
Al-Mukmin Ngruki, Ponpes Darusy Syahadah, Ponpes Mahasiswa Center, 
Jamaah Anshoru Tauhid (JAT), IMM, KAMMI, Tim Hisbah, Al Islahm 
BKPI, Fosikom, Pemuda Muhammadiyah, FUI Klaten, Fujamas dan lainnya 
melakukan longmarch dari Sriwedari dan berakhir di Bundaran Patung Slamet 
Riyadi, Gladak.  
Ketua LUIS, Edi Lukito menyatakan Obama telah banyak memberikan 
kerugian bagi umat Islam. Umat Islam di Afghanistan mengalami 
pembantaian serta intimidasi dari Obama dan sekutunya. Selain itu, dari 
bidang ekonomi kita bisa lihat kasus Freeport. Sebagian hasil alam dibawa ke 
Amerika. Tak hanya itu, bidang militer, sosial budaya dan pertahanan 
keamanan juga sangat dirugikan. 
Adapun sebagai medianya, Humas DPRD Kota Surakarta selalu 
berhubungan dengan Pers,  diantaranya : 
1. Suara Merdeka 
2. Solo Pos 
3. Joglo Semar 
4. Jawa Pos 
5. Kedaulatan Rakyat 
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6. RRI Surakarta 
7. Radio Slank 
8. Radio SAS + GSM 
9. Radio RPM 
10. Radio PAS 
11. TVRI Semarang 
12. RCTI, Global TV, TPI 
13. Metro TV 
14. Jogja TV 
15. TA TV 
Dengan adanya media yang baik dan peran fungsi yang optimal dari 
DPRD Kota Surakarta dapat mendorong tumbuhnya inovasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam koridor otonomi daerah dengan 
meletakkan pola hubungan komunikasi yang positif antar seluruh stakeholders – 
termasuk pers – dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, yang dilandasi 
dengan semangat transparansi sebagai salah satu determinan penting, seperti 
parsitipasi dan akuntabilitas.  
Salah satu bentuk pola hubungan komunikasi tersebut adalah dengan 
menginformasikan kepada publik maupun pers mengenai urusan tata 
pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan 
pelayanan publik maupun pembangunan, mulai dari tahap penyusunan kebijakan 
sampai pada implementasinya. 
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Keberadaan pers sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Di negara maju, pers diakui sebagai kekuatan keempat, setelah eksekutif, 
legislatif dan yudikatif, yang dapat mempengaruhi perjalanan roda  pemerintahan 
dan kenegaraan di negara tersebut. Hubungan kemitraan yang positif antara 
humas dengan insan pers perlu terus dikembangkan. 
Menurut Pejabat Humas memiliki untuk mengolah informasi untuk 
membantu Kota Surakarta dalam membuat suatu kebijakan, yang kemudian juga 
memberi saran kepada Walikota dalam mengkomunikasikan kebijakan yang 
diambil tersebut kepada publik dan tetap mengupayakan terbangunnya citra serta 






Berdasarkan uraian magang diatas maka penulis dapat menyimpulkan 
yaitu :  
1. Bagian Humas DPRD Surakarta merupakan instansi pemerintah yang 
mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengetahui atau memahami sikap 
public dan mengetahui apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh 
perusahaan / organisasi untuk mengubah sikap mereka, selain itu juga sebagai 
suatu program aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
2. Dalam pelaksanaannya sehari-hari Humas DPRD sangat berperan dalam 
usaha meningkatkan dan memantapkan pertukaran informasi dan komunikasi 
antar dan intra kelompok masyarakat dengan menumbuh kembangkan pusat-
pusat informasi yang dapat mendukung terselenggaranya komunikasi dua arah 
secara transparan. Humas juga ikut serta menjalankan Pembangunan sesuai 
fungsi di bidang komunikasi dan media massa. 
3. Melalui fungsi dan peran DPRD Kota Surakarta diantaranya sebagai public 
hearing, mediator dan komunikator, serta sebagai audience diharapkan 
tercipta suatu opini publik yang positif, dan sekaligus memperoleh “citra yang 
baik“ dari pihak publik sebagai khalayak sasarannya (target audience) dan 




Saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut : 
1. Fungsi dan tugas Humas harus lebih diperjelas. 
2. Semangat kerja dari para staff Humas perlu ditingkatkan lagi. 
3. Mengefisienkan waktu dalam menjalankan tugas. 
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